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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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NOMOR

LAMPIRAN

:  13 TAHUN2014

:  1 (satu) Expl

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
ANGGARAN 2013 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYADAN

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
Daerah jo. Pasal 78,79 dan Pasal 80 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Komisi-komisi
pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013,
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud yang diajukan
oleh Bupati Tasikmalaya direkomendasikan untuk
disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf "a" dan "b" diatas, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
An^aran 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta engsin
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
ten^g Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negsira;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

^  Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahim 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralq^at Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

^  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hxikum Daerah;

11. Peratiaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2013 tentang An^aran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2013;

SETWAN
Textbox

SETWAN
Textbox



15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012;

Memperhatikan : 1. Laporan Komisi-komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, yang disampaikan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Ral^^at
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2014;

2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2014;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2014.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

r\

MEMUTUSKAN ;

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau
perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruandi dalam panetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 21 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

kabupaten tasikmalaya

Wakil Ketua,

ly. ippE T WIDARSIH

Wakil Ketua,

H.UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

rriTIN SUGIARTINI
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